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PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
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TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (3)
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa
Usaha;

Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



jdih.kaboki.go.id

10.

11.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6737);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6881);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
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12.

13.

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2023 Lembaran
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor
9);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pengertian, Definisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Ogan Komering Ilir.

Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam  penyelenggaraan unsur
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Badan Pengelola Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
BPPD adalah Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten

Ogan Komering llir sebagai koordinator pemungutan
retribusi daerah.
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10.

11.

12.

13.

14,

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang
selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
yang membukukan penerimaan Retribusi daerah dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ilir.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari
Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut peraturan perundang-undangan Retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
Penghitungan Retribusi adalah perincian besarnya
Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik
pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran
Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi, maupun
sanksi administrasi.

Juru Pungutan Retribusi adalah orang yang menarik
biaya Retribusi dan/atau melakukan kegiatan
pemungutan dan pelaporan hasil pungutan Retribusi.
Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha
dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau Badan.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial
karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor
swasta.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan  kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.



jdih.kaboki.go.id

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22.

23.

24.

20

26.

27,

B

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum
yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan
keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang
dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak
bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan
pengemudinya.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang
terutang.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau
penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara
lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Bupati.

Karcis adalah barang cetakan dengan nilai nominal yang
berlaku sebagai ketetapan Retribusi dan dipergunakan
untuk memungut Retribusi.

Kwitansi Tanda Pembayaran Retribusi yang selanjutnya
disingkat KTPR adalah kuitansi yang memuat besarnya
jumlah pokok Retribusi, dipergunakan untuk memungut
dan mencatat pembayaran Retribusi.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan
Retribusi yang menentukan jumlah  kelebihan
pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi
lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

Dokumen Pemungutan Retribusi adalah surat yang
tercetak yang dapat digunakan sebagai bukti keterangan
dalam pemungutan Retribusi.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan
Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

Penghitungan Retribusi adalah perincian besarnya
Retribusi yang harus dibayar oleh wajib Retribusi baik
pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran
Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi, maupun
sanksi administrasi.

Porporasi adalah deretan lubang yang berpola pada
karcis, dan KTPR.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan
informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban,modal
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28,

penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan
penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan
laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah dan Retribusi daerah.

BAB II
JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pemungutan

Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat.

(2) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud

(3)

pada ayat (1) terdiri dari:

a. retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha
berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat
kegiatan usaha lainnya;

b. retribusi tempat pelelangan ikan, ternak, hasil
bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya
dalam lingkungan tempat pelelangan;

c. retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar
badan jalan;
retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan;

e. retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata
dan olahraga;

f.  retribusi penjualan hasil produksi usaha
pemerintah daerah; dan

g. retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak
mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi
organisasi Perangkat Daerah dan/atau
optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah
status kepemilikan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Standar operasional prosedur dan tata cara pelayanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Kepala PD.
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BAB III
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:

o a0 o

(1)

(3)

(1)

(2)

pendaftaran dan pendataan,;

penetapan;

pembayaran dan penyetoran;

penagihan;

pembukuan dan pelaporan; dan

pengawasan, pemeriksaan dan penertiban Retribusi
Daerah; dan

Pemungutan retribusi oleh Pihak Ketiga.

Bagian Kedua

Pendaftaran dan Pendataan Retribusi

Pasal 4
Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 huruf a dilakukan terhadap jenis
Retribusi Jasa Usaha yang dipungut dengan
menggunakan KTPR dan SKRD.
Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan melalui inventarisasi data,
yang meliputi data subjek dan objek wajib Retribusi.
Pendaftaran dan pendataan terhadap jenis Retribusi
yang dipungut dengan menggunakan KTPR dan SKRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran
permohonan pelayanan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 5
Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1), mengisi dan menandatangani formulir
pendaftaran dan pendataan dengan jelas, lengkap, dan
benar serta melampirkan dokumen persyaratan
administrasi.
Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. kartu tanda penduduk Wajib Retribusi yang
berlaku;
b. akta pendirian bagi Wajib Retribusi yang
berbentuk badan; dan



(3)

(1)

(2)

(1)

(2)
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c. dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan
jenis Retribusi.

Formulir pendaftaran dan pendataan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. subjek Retribusi,

b. objek Retribusi; dan

c. dasar penghitungan Retribusi.

Bagian Ketiga
Penetapan Retribusi

Paragraf 1
Dokumen Penetapan

Pasal 6
Besaran Retribusi Jasa Usaha didasarkan atas
penetapan Retribusi yang dilakukan oleh PD pemungut
Retribusi atas pelayanan yang diberikan Pemerintah
Kabupaten.
Dokumen  penetapan  Retribusi Jasa  Usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. SKRD;
b. karcis;
c. KTPR; dan/atau
d. pembayaran melalui sistem elektronik.
Jenis dokumen penetapan Retribusi Jasa Usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan
dengan jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Paragraf 2
SKRD

Pasal 7
Penetapan Retribusi Jasa Usaha dengan menggunakan
dokumen SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) huruf a apabila:
a. kegiatan dilaksanakan dalam jangka waktu
tertentu;
b. masa Retribusi lebih dari 1 (satu) bulan; dan/atau
c. penentuan besaran Retribusi dilakukan dengan
penghitungan Retribusi.
Jenis Retribusi Jasa Usaha yang menggunakan
dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:
a. retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha
berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat
kegiatan usaha lainnya yang meliputi :



1. retribusi penyediaan tempat kegiatan Usaha
pada Pasar;
2. retribusi tempat kegiatan usaha rekreasi dan
wisata;
b. retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang meliputi :
1. sewa mobil pemadam kebakaran; dan
2. sewa videotron dan billboard kawasan Pasar
Kayuagung.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan Kklasifikasi
pelayanan retribusi jasa usaha ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1) Penetapan Retribusi Jasa Usaha dengan menggunakan
dokumen SKRD didasarkan pada data pendaftaran dan
pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

(2) Dalam hal formulir pendaftaran dan pendataan Wajib
Retribusi tidak disampaikan oleh Wajib Retribusi, maka
diterbitkan dokumen SKRD secara jabatan oleh PD.

(3) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh
Kepala PD, paling rendah setingkat pejabat eselon III.

(4) Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala PD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dikecualikan wuntuk
pemungutan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana
Teknis, paling rendah setingkat pejabat eselon IV/a.

(5) Dokumen SKRD dinyatakan sah apabila telah
memperoleh tanda tangan asli pejabat sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dan diberi
cap/stempel basah.

Pasal 9
Bentuk dan isi dokumen SKRD sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I Peraturan Bupati yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Karcis

Pasal 10
Penetapan  Retribusi dengan menggunakan karcis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b

apabila:
a. keglatan tidak dilaksanakan berturut-turut dan/atau
berkala;

b. masa Retribusi sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
c. penentuan besaran Retribusi tidak memerlukan
penghitungan Retribusi.

jdih.kaboki.go.id
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(1)

(2)

(3)

(4)

~J0=

Pasal 11

Jenis Retribusi Jasa Usaha yang menggunakan karcis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah sebagai

berikut:

a. retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha
berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat
kegiatan usaha lainnya yaitu retribusi penyediaan
tempat kegiatan usaha pada tempat rekreasi dan
wisata;

b. retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar
badan jalan yang meliputi :

1. retribusi penyediaan tempat khusus parkir di
luar badan jalan; dan

2. retribusi penyediaan tempat khusus parkir
pada pelabuhan penyebrangan.

c. retribusi pelayanan jasa kepelabuhan;

d. retribusi tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga
yaitu retribusi pelayanan tempat rekreasi dan
wisata.

Karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)

huruf b dinyatakan sah apabila telah diporporasi oleh

BPPD.

Pemungutan  Retribusi Jasa  Usaha  dengan

menggunakan karcis didasarkan pada pelayanan yang

diterima.

Bentuk dan isi karcis untuk masing-masing jenis

Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Paragraf 4
KTPR

Pasal 12

Penetapan Retribusi Jasa Usaha dengan menggunakan
KTPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf

¢ apabila:

a. kegiatan dilaksanakan berturut-turut dan/atau
berkala;

b. masa Retribusi sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau

c. penentuan besaran Retribusi tidak memerlukan

penghitungan Retribusi.
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(1)

(2)

(3)

(4)

= & I

Pasal 13

Jenis Retribusi Jasa Usaha yang menggunakan KTPR

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf ¢

adalah:

a. retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha
berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat
kegiatan usaha lainnya yaitu retribusi penyediaan
tempat kegiatan usaha pada pelabuhan;

b. retribusi tempat pelelangan ikan, ternak, hasil
bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya
dalam lingkungan tempat pelelangan;

c. retribusi penjualan hasil produksi benih dan induk
ikan; dan

d. retribusi tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga
yaitu retribusi pelayanan tempat olahraga.

e. retribusi pemanfaatan aset daerah, yang
meliputi:

1. retribusi pemanfaatan aset sewa aset gedung
kesenian kayuagung ;

2. retribusi pemanfaatan aset sewa bangunan
gedung pelabuhan.

3. retribusi pemanfaatan aset tempat rekreasi
dan wisata;

4. retribusi pemanfaatan aset sewa alat berat;
dan

5. retribusi pemanfaatan aset sewa billboard
milik pemerintah daerah.

Pemungutan  Retribusi Jasa Usaha dengan

menggunakan KTPR didasarkan pada pelayanan yang

diterima.

KTPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk oleh PD dan

diberi cap/stempel basah.

Bentuk dan isi KTPR untuk setiap jenis Retribusi Jasa

Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran III Peraturan Bupati yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Pembayaran Melalui Sistem Elektronik

(1)

Pasal 14
Pemungutan Retribusi dengan menggunakan
SKRD /dokumen lain yang dipersamakan yang bersifat
elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2)
huruf d dilakukan melalui :
a. pembayaran langsung/direct payment;
b. e-Payment; dan
¢c. QR- Code.



Sy,

(2) Pembayaran langsung/direct payment sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi jenis
Retribusi yang dibayar.

(3) Wajib Retribusi harus memiliki rekening dan dana atau
saldo pada aplikasi Financial Technology dan perbankan
vang telah menggunakan QRIS di bank yang
bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dalam
pemungutan Retribusi secara elektronik.

(4) Pembayaran melalui e-Payment sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b merupakan layanan perbankan
menggunakan mesin EDC dan/atau e-money yang
disediakan oleh bank dengan alur sebagai berikut :

a. petugas pemungut Retribusi mendatangi Wajib
Retribusi dengan membawa mesin EDC dan/atau
e-money,

b. wajib Retribusi membayar kewajiban Retribusi
menggunakan mesin dimaksud melalui proses
swipe (gesek) dan/atau tap (tempel); dan

c. apabila proses transaksi berhasil Wajib Retribusi
menerima struk bukti pembayaran dengan petugas
pemungut Retribusi menyimpan bukti
pembayaran sebagai arsip pelaporan.

(5) Pembayaran melalui QR Code sebagaimana dimaksud
ayat (3) huruf ¢ adalah pembayaran menggunakan QR
Code dengan mekanisme merchant presented mode yang
disediakan oleh financial technology dan perbankan
yang telah memiliki QRIS dengan alur sebagai berikut :
a. wajib Retribusi melakukan pemindaian pada QR

Code yang telah disediakan yang dikenakan
Retribusi Daerah;

b. apabila Proses transaksi berhasil, Wajib Retribusi
menerima bukti pembayaran elektronik yang
tertera pada aplikasi financial technology/bank
atau struk bukti dari petugas loket;

c. petugas Loket menyimpan salinan struk bukti
pembayaran sebagai arsip pelaporan; dan

d. Pemerintah  Kabupaten dapat memantau
pembayaran Retribusi yang menggunakan QR
Code secara cepat melalui fasilitas perbankan dan
financial technology yang telah disediakan.

jdih.kaboki.go.id
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Bagian Keempat
Pembayaran dan Penyetoran

Paragraf 1
Pembayaran

Pasal 15

Pembayaran Retribusi Jasa Usaha menggunakan

SKRD, karcis dan/atau KTPR sesuai dengan jenis

Retribusi yang dibayarkan.

Wajib Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran

Retribusi yang sah meliputi:

a. Wajib Retribusi yang membayar Retribusi
menggunakan SKRD diberikan SSRD sebagai
bukti pembayaran Retribusi; dan

b. Wajib Retribusi yang membayar Retribusi
menggunakan karcis dan/atau KTPR berlaku
sebagai bukti pembayaran Retribusi.

Jatuh tempo pembayaran Retribusi Jasa Usaha
berdasarkan SKRD paling lama 30 (tiga puluh) hari
kalender sejak penetapan SKRD.
Jatuh tempo pembayaran Retribusi Jasa Usaha
berdasarkan karcis dan/atau KTPR, pada saat Wajib
Retribusi menerima pelayanan Retribusi.
Dalam hal pembayaran Retribusi Jasa Usaha dilakukan
setelah melampaui jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen)
per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau
kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Ketentuan pengenaan sanksi administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan bagi
Retribusi Jasa Usaha yang pembayarannya

menggunakan karcis dan KTPR.

Pasal 16

Pembayaran Retribusi Jasa Usaha dilakukan dengan

cara:

a. pembayaran langsung melalui bendahara
penerimaan dan/atau bendahara penerimaan
pembantu pada SKPD;

b. pembayaran langsung pada bank tempat
pembayaran; dan/atau

c. transfer antar bank.
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Pembayaran Retribusi Jasa Usaha melalui mekanisme
pembayaran langsung kepada bendahara penerimaan
dan/atau bendahara penerimaan pembantu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dinyatakan sah apabila diberi nomor, dicap/stempel
basah dan ditandatangani oleh bendahara penerimaan
dan/atau bendahara penerimaan pembantu.
Pembayaran Retribusi Jasa Usaha melalui mekanisme
pembayaran langsung pada bank tempat pembayaran
dan/atau transfer antar bank sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dan huruf ¢, ditujukan ke
rekening Kas Umum Daerah.

Keabsahan pembayaran Retribusi melalui mekanisme
pembayaran langsung pada bank tempat pembayaran
dan/atau transfer antar bank sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dan huruf ¢, diakui setelah
bendahara penerimaan PD atau petugas yang ditunjuk
oleh PD melakukan verifikasi dengan pihak bank
tempat pembayaran.

Paragraf 2
Penyetoran

Pasal 17

Penyetoran Retribusi Jasa Usaha dilakukan oleh PD
pemungut Retribusi sesuai kewenangannya.
Pembayaran Retribusi Jasa Usaha dari Wajib Retribusi,
disetorkan oleh petugas pemungut Retribusi yang
ditunjuk oleh PD kepada bendahara penerimaan
dan/atau bendahara penerimaan pembantu sesuai
lokasi kerja.
Retribusi Jasa Usaha yang tidak menggunakan petugas
pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), disetorkan langsung ke Kas Umum Daerah
dan/atau bendahara penerimaan.
PD melakukan penyetoran Retribusi Jasa Usaha dari
Wajib Retribusi ke Kas Umum Daerah secara bruto.
Penyetoran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat dalam
waktu 1 (satu) hari.
Penyetoran hasil pembayaran Retribusi dapat
dilakukan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dengan tujuan efisiensi anggaran antara
operasional dengan optimalisasi penerimaan Retribusi
apabila:
a. secara geografis/kondisi jalan kurang baik atau

lokasi sulit dijangkau dengan komunikasi dan

transportasi;
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b. keterbatasan pelayanan jasa keuangan;

c. secara administrasi, pembukuan dokumen
pemungutan Retribusi sulit diselesaikan dalam
waktu 1 (satu) hari kerja; dan/atau

d. penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
diselesaikan paling lambat dalam waktu S (lima)
hari kerja.

Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang

lengkap dan sah atas setoran.

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat

meliputi dokumen elektronik.

Apabila tanggal batas waktu penyetoran Retribusi

daerah jatuh pada hari libur, maka penyetoran

dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Bagian Kelima
Penagihan

Pasal 18
Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ditagih dengan
menggunakan STRD.
Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7
(tujuh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo
pembayaran.
Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dikeluarkan oleh Kepala SKPD.
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak
tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi
Retribusi yang terutang.
Apabila jatuh tempo pembayaran masuk ke dalam hari
libur, maka pembayaran paling lambat disetorkan pada
hari kerja berikutnya.

Bagian Keenam
Keberatan

Pasal 19
Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan
hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas
SKRD.
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
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(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) hari sejak tanggal SKRD diterbitkan,
kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar
kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban
membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan
Retribusi.

Pasal 20

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi
keputusan atas keberatan yang diajukan dengan
menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib
Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi
keputusan oleh Bupati.

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau
menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu
keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap

dikabulkan.
Pasal 21
(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi

dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari
Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua
belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1
(satu) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Ketujuh
Pembukuan dan Pelaporan Retribusi

Pasal 22
(1) Prosedur pembukuan dan pelaporan Retribusi
dilakukan secara manual dan/atau menggunakan
aplikasi komputer.
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Prosedur pembukuan dan pelaporan Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai peraturan perundang-undangan di bidang
pengelolaan keuangan daerah.

Sinkronisasi pembukuan dan pelaporan Retribusi
dilaksanakan setiap bulan oleh BPKAD dan BPPD
dengan melampirkan bukti pendukung lainnya.

Untuk evaluasi penerimaan dan pembahasan kendala
pemungutan Retribusi daerah dilaksanakan dengan
koordinator BPPD.

Bagian Kedelapan

Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penertiban Retribusi Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

Pengawasan, pemeriksaan dan penertiban Retribusi Jasa
Usaha dilaksanakan oleh Kepala PD dan berkoordinasi
dengan instansi yang berwenang dan instansi di luar
Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 2
Pengawasan

Pasal 24

Pengawasan Retribusi Jasa Usaha dapat dilaksanakan
secara berkala dan/atau insidental melalui:

a.

b.
o

(1)

(2)

uji  petik dengan mendata langsung pada objek
Retribusi;

informasi yang didapat melalui online; dan

kerangka kegiatan lainnya tanpa sepengetahuan dari
wajib Retribusi.

Paragrafl 3
Pemeriksaan

Pasal 25
Pemeriksaan Retribusi Jasa Usaha dapat dilaksanakan
apabila terdapat laporan dan/atau ada ketidakwajaran
hasil pengawasan dan/atau pembayaran Retribusi Jasa
Usaha yang tidak sesuai dengan bukti-bukti yang
lainnya.
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. pemeriksaan kantor; dan
b. pemeriksaan lapangan.
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Wajib Retribusi menandatangani berita acara hasil
pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan akan dilaporkan kepada Kepala PD
untuk ditindaklanjuti.

Paragraf 4
Penertiban Retribusi

Pasal 26
Penertiban dilaksanakan untuk menertibkan objek
Retribusi Jasa Usaha yang melanggar ketentuan
Retribusi Jasa Usaha sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dengan cara
sebagai berikut:
a. Wajib Retribusi diberi waktu 7 (tujuh) hari

kalender untuk menindaklanjuti hasil
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 ayat (1);

b. apabila Wajib Retribusi tidak menindaklanjuti
hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, maka PD menerbitkan surat teguran
kepada Wajib Retribusi;

c. apabila setelah 7 (tujuh) hari kalender wajib
Retribusi tidak menindaklanjuti surat teguran
sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka PD
melaksanakan penagihan dengan STRD;

d. apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, wajib
Retribusi tidak melunasi Retribusi terutang
setelah ditagih dengan STRD  sebagaimana
dimaksud pada huruf ¢, maka wajib Retribusi
dikenakan sanksi sosial, berupa:

1. pemasangan/penempelan stiker pada objek
Retribusi dengan contoh kalimat “Objek
Retribusi ini Tidak Membayar/Menunggak
Retribusi”; dan

2. pemasangan spanduk pada objek Retribusi
dengan contoh kalimat “Wajib Retribusi ini
Tidak Membayar/Menunggak Retribusi”.

e. apabila Wajib Retribusi tidak melunasi Retribusi
yang terutang setelah dikenakan sanksi sosial
sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka Wajib
Retribusi dapat dikenakan sanksi berupa:

1. penghentian sementara kegiatan;

2. penghentian tetap kegiatan;

3. pencabutan sementara izin; atau

4. pencabutan tetap izin.

Pelaksanaan sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
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Bagian Kesembilan

Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

(1)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

Pasal 27

Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada

Pasal 3 huruf g dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga

melalui mekanisme kerja sama atau penunjukan oleh

Pemerintah Kabupaten melalui Kepala PD.

Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif,

pengawasan, dan pemeriksaan.

Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak

ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan

efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak
menambah beban Wajib Retribusi.

Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak

ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke

rekening kas umum daerah secara bruto.

Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja

anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Tata cara pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai

berikut :

a. pihak ketiga mengajukan usulan permohonan
pencairan dana imbal jasa yang persentase
besarannya ditentukan berdasarkan kesepakatan
bersama antara Kepala PD dengan pihak ketiga
dari karcis retribusi yang terpakai kepada BPKAD
melalui PD.

b. permohonan pencairan dana imbal jasa
sebagaimana dimaksud huruf a diajukan dengan
melampirkan :

1. fotokopi rekening tabungan atas nama pihak
ketiga;

2. [fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Penanggungjawab pihak ketiga;

3. surat pernyataan pertanggungjawaban
Penanggungjawab pihak ketiga dengan
meterai cukup; dan

4. rckap slip setoran;

c. kelengkapan permohonan pencairan dana imbal
jasa sebagaimana dimaksud huruf b dibuat dalam
rangkap 5 (lima).

Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana

dimaksud ayat (5) dibayarkan sesuai mekanisme

Peraturan Perundang-undangan.
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BAB IV

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN RETRIBUSI, DAN
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

jdih.kaboki.go.id
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Pasal 28
Pengurangan Retribusi Jasa Usaha adalah mengurangi
ketetapan Retribusi yang terutang.
Keringanan Retribusi Jasa Usaha tidak mengurangi
ketetapan Retribusi yang terutang.
Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah pembayaran Retribusi yang diangsur dan/atau
perpanjangan jatuh tempo pembayaran sesuai dengan
kemampuan Wajib Retribusi.
Pembebasan Retribusi Jasa  Usaha  adalah
menghilangkan ketetapan Retribusi yang terutang.
Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
Retribusi hanya untuk sanksi dan tidak untuk pokok
ketetapan Retribusi.

Pasal 29
Wajib Retribusi yang dikarenakan alasan tertentu dapat
mengajukan permohonan pengurangan, keringanan
dan pembebasan Retribusi serta pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi.
Wajib Retribusi mengirimkan surat pengajuan
pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi
yang dilampiri dengan dokumen pendukung pengajuan
pengurangan, keringanan, atau pembebasan serta
salinan dokumen pembayaran atau penetapan
Retribusi kepada Kepala PD.
Kepala PD menerima dokumen pengajuan
pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi
dan memberikan tanda terima pengajuan dokumen
pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi
kepada Wajib Retribusi.
Kepala PD mengarsipkan dokumen pengurangan,
keringanan, atau pembebasan Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).
Kepala PD menelaah dan memeriksa  pengajuan
pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi
berdasarkan data objek Retribusi yang ada dan
melakukan pemeriksaan atas kesesuaian antara
pengajuan yang diajukan dengan ketetapan atau
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan.
Berdasarkan hasil penelaahan dan pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala PD
menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan Surat
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Penolakan Pengajuan pengurangan, keringanan, atau
pembebasan Retribusi atau untuk pengajuan yang
ditolak atau surat keputusan pengurangan,
keringanan, atau pembebasan Retribusi untuk
pengajuan yang disetujui.

Berita acara sebagaimana dimaksud pad ayat (6) wajib
diarsipkan oleh PD.

Wajib Retribusi menerima dokumen pembayaran dan
melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur
pembayaran Retribusi.

Surat permohonan pengurangan, keringanan dan
pembebasan Retribusi serta pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi harus diajukan
terhadap 1 (satu) jenis Retribusi dalam 1 (satu) tahun
anggaran.

BABV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

(7)

Pasal 30
Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi
dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada
Bupati.
PD melakukan penelitian terhadap permohonan
pengembalian  kelebihan  pembayaran  Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
PD memberikan surat rekomendasi kepada Bupati
perihal permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Retribusi yang diajukan oleh Wajib
Retribusi berdasarkan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).
Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu
paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan
suatu keputusan, permohonan pengembalian
pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan
SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan.
Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi
lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
Pengembalian  kelebihan pembayaran  Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
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diterbitkannya SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati
memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma
enam persen] per bulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB VI

KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

(1)

(2)

(4)

(5)

Pasal 31

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi daerah
menjadi kedaluwarsa setelah melampui waktu 3 (tiga)
tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,
kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak
pidana di bidang Retribusi.
Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa;

atau
b. adanya pengakuan utang Retribusi dari Wajib

Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat
paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal
penyampaian surat tersebut.
Pengakuan utang Retribusi secara langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam
bentuk pernyataan tertulis dari Wajib Retribusi bahwa
masih mempunyai utang Retribusi dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat
diketahui dari pengajuan permohonan pengurangan,
keringanan dan  pembebasan  Retribusi serta
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
oleh Wajib Retribusi.

BAB VII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

(1)

(2)
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Pasal 32
Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi
karena hak untuk melakukan penagihan sudah
kedaluwarsa dapat dihapuskan.
Penghapusan  piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh  Bupati berdasarkan usulan
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penghapusan piutang Retribusi yang diajukan oleh
Kepala PD.
Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
Piutang Retribusi yang dapat diusulkan untuk
dilakukan penghapusan sebagaimana dimaksud ayat
(2) adalah piutang Retribusi yang tercantum dalam:
a. SKRD;
b. pemberitahuan STRD; dan
c. dokumen lain yang dipersamakan.
Usulan penghapusan piutang Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diajukan setelah dilakukan
penelitian dengan melampirkan daftar piutang
Retribusi.
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dilakukan oleh Tim Verifikasi dan hasilnya dituangkan
dalam laporan hasil penelitian.
Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) harus menguraikan tindakan, kendala dan
inovasi mengatasi kendala, serta harus menguraikan
keadaan Wajib Retribusi atau piutang Retribusi yang
bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan
besarnya piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi
dan diusulkan untuk dihapuskan.

Daftar piutang Retribusi yang akan dihapuskan paling

sedikit memuat:

nama dan alamat Wajib Retribusi;

jumlah piutang Retribusi;

masa dan/atau tahun Retribusi;

tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan

alasan penghapusan Retribusi.

Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), untuk piutang target

penerimaan Retribusi PD dan Wajib Retribusi pribadi
adalah piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi
karena:

a. keadaan yang mempengaruhi menurunnya
ekonomi secara regional maupun nasional,
keadaan bencana (force majeure) dan/atau
pandemi yang mengakibatkan berkurang serta
hilangnya potensi dalam 1 (satu) tahun anggaran;

b. Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak
meninggalkan harta dan tidak mempunyai ahli
waris;

c. Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan,
liquidasi dan/atau dinyatakan pailit oleh instansi
yang berwenang;

N o
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d. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan lagi atau
hilang;

e. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi tidak
ditemukan disebabkan keadaan yang tidak dapat
dihindarkan, seperti bencana alam, kebakaran,
dan lain sebagainya, serta telah dilakukan
penelusuran  secara  optimal sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku; dan

f. hak Pemerintah Kabupaten untuk melakukan
penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan
karena kondisi tertentu sehubungan dengan
adanya perubahan kebijakan atau perubahan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 33

Tata cara penghapusan piutang Retribusi dilaksanakan

sebagai berikut:

a. Kepala PD setiap akhir tahun anggaran menyusun
daftar usulan penghapusan piutang Retribusi
berdasarkan laporan hasil penelitian;

b. Kepala PD mengajukan permohonan penghapusan
piutang Retribusi kepada Bupati dengan
melampirkan daftar usulan penghapusan piutang
Retribusi berdasarkan laporan hasil penelitian;
dan

c. penghapusan piutang Retribusi sebagaimana
dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan
Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (2).

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, Kepala PD melakukan:

a. penetapan mengenai rincian atas besarnya
penghapusan piutang Retribusi;

b. berkoordinasi dengan Bidang Akuntansi BPKAD;
dan

c. hapus tagih dan hapus buku atas piutang
Retribusi  tersebut sesuai dengan standar
akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Pasal 34
Penghapusan piutang meliputi:
a. penghapus bukuan; dan
b. penghapus tagihan.
Penghapus bukuan atau penghapusan bersyarat
piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
tidak menghilangkan hak tagih dan terhadap piutang
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yang sudah dihapus bukukan masih dicatat secara
ekstra komptabel dan diungkapkan dalam catatan atas
laporan keuangan.

(3) Penghapus tagihan atau penghapusan mutlak piutang
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan dengan cara menutup ekstra komptabel dan
tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam
catatan atas laporan keuangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal, 5 November 2024

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

————

-

ASMAR WIJAYA

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal, & Vovember2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEIN, OGAN KOMERING ILIR,

s

-

MUHAMMAD REFLY MS

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2024 NOMOR 3%

jdih.kaboki.go.id



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
JASA USAHA

BENTUK DAN ISI DOKUMEN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

(SKRD)

1. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha pada Pasar dan Retribusi

Pemanfaatan Aset Sewa

Videotron dan Billboard Kawasan Pasar

Kayuagung
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR SKRD NOKIOR
DINAS PERDAGANGAN (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) S
Jelan Leinan Darna Jambi Kayuagung Propinei Sum atera Selatan Kode Pos 30811 Masa Retrusi P PPTPT S PP PO A
Past.el - dinasperdsgangsnk @gm sl com Tahun Retribusi
NPVRD [ [ ] BTl LT T
hAMA
ALAMAT

Mo KODE REKERNING

URAWN RETREUSI DATRAH JUMLAH (Rp )

Jumizh Ketetapan Pokok
Retrbus
Jumiah Sanksi - a. Bunga
b. Denda
Jumilah Keseluruhan
Terbilang
PERHATIAN

1. Pembayaran melalu Bank Sumse! Babel

2. Terlambal membayar dan Tangga! Jatuh Tempo, dkenakan sanksi adminsiras: barupa bunga sebesar 1% (Satu Persen)

KEpHEGING, | o T 2.
Kepala Dinas Perdagangan,
- Gunting dsini
No. SKRD
NPWRD
Nama I . | 1
Yang Menerma
Alamat

jdih.kaboki.go.id
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2. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha pada Tempat Rekreasi
dan Wisata

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR SKRD | NOMOR
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | (SURAT KETETAPAN RETRIBUSIDAERAH) ~ SERI

Jaian Let W Oae Mg 0% Kol Rayuageng Teio Fan (0717 | 31430 Pes-# 3054 |Masa Ratribusi

B osbumpar ouSgmal com Tahun Retrbusi
NPWRD I E W T] | :
[
AR, |
ALAMAT
Mo KODE REKERNING URAN RETRIEUSI DAERAH ’ (Rp ’H
|
|
|
Jumiah Keletapan Paokok
‘Ratnbusi
Jurmitah Sanks) | a Bunga
b Henakan
Jumiah Keseluruhan
Terbiang
PERHATIAN

1. Pembayaran melalui Bank Sumsel Babet
2 Terlambat membayar dari Tanggal Jatuh Tempo. dkenakan sanksi adminisirasi berupa bunga sebesar 1% (Satu Persen)

Kayuagung e, 200
Kepala Dinas Kebudayaan dan Parwisala

_.__......_...................m.._...“__...___Gummg disin - A S
No. SKRD
NEWRD
MNama
Alarmat SISt . - |
Yang Menerima

jdih.kaboki.go.id
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3. Retribusi Pemanfaatan Aset Sewa Mobil Pemadam Kebakaran

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN

JI. Letjen Yusuf Singedekane No.1 Kayuagung
Telp. (0712) 322100 / HP. 0811 7832 100

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (S.K.R.D)
NPWR Nomor Seri

Nomor SKRD I Nomor SPTRD
Tanggal SPTRD

Masa Retribusi

Kepada Yth,
T . 7 S e NN S D) ¥
mi | 4 R T : oo Kelurahan R i
FOBCHIBEIIN .. oot e et E R e S it i s s e cancin s TR LT
Bidang Jasa Pelayanan .. YSAHA e G S
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten OK! Nomor tahun fentang Retribusi

Atas permohonan sdr. nomor ; ..
maka dengan ini diberilahukan a

Jumiah 2 S
Terbilang el i
NE:EF Pasal | Ayat Penerimaan Retribusi Jumiah Uang
1 Penggunaan Mobil Pemadam Kebakaran Milik
Pemerintah Daerah Oleh Pihak Lain (Bantuan yang
bersifat Kormersil dalam daerah).
weeene Unit x Rp. 1.000.000,- 1 Jam pertama e
< it % faes Jam x Rp. 100.000,- Tiap lam |[Rp. ... ..
berikutnya)

Flayumgung
A Harus deaclor Selambat - lambainya 3 jbga puluh) han terhdurg dan an RED: SATUAN BOLIBH PAMONG PR DAN P M HEBARAR KA DKL
1anggel penatutan surat etelapan Retnbus) dsersh im dengan lompe
porburyaran poedn langgsl

B Ketprizmbatan panyeioian dan bolas wakiu yang dieniukan

Uang lersebut ddenma Kayuagung,

Kayuagung, adch
BERDAHARA PENERIMAAN

Paenyaior,

Lembar ke 1 (Pulih Uniuk Wajib Rednbusi
Lembar ke 2 (Marah) Uniuk Pefugas Pemungut
Lembas ke 3 iKuning) + Untuk Salean Polisi Pamang Praja & Pemadam kebakaran

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

z:r‘—-r—___

ASMAR WIJAYA

_ PARAF HIERARKI | PARAF KOORDINASI
Pj. Sekretaris Daerah | Kabag Hukum

A
F4
Asisten Perekonomian ,’Q/ l _F'
dan Pembangunan
Kepala BPPD F

jdih.kaboki.go.id



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

JASA USAHA
BENTUK DAN ISI KARCIS

1. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha pada Tempat Rekreasi dan
Wisata

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Letnan Marzuki Jahr Kota Kayuagung Telp / Fax : (0712 ) 321450 Pos-el : 30614
Email : okidisbudpar@gmail.com

Nomor ;: XXXX

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
PELATARAN LAPANGAN SEGITIGA EMAS

Berdasarkan Perda Kab. OKI No. 09 Tahun 2023

JENIS TARIF GOLONGAN KET
Pedagang Tetap Rp. 200.000,- Per Bulan/Lapak
Pedagang Kaki Lima Rp. 10.000.- Per HarifLapak
Kayuagung, .......cocovieeiennan 20......
Petugas,
Ket : Berlaku satu hari pada tanggal diberikan e )

2. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

a. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

1) Untuk Sepeda Motor
s PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

<
DINAS PERHUBUNGAN

] 'I

r!

! U'; Jatan Kapten H Sulaiman Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumalera Selatan
N PR

Telepan (07 12) 7322602 Kode Pos 3065 email - dishubk abo kifgmaill com

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor 9 Tahun 2023

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR LUAR BADAN JALAN
(Sepeda Motor)
- Tanl 2 Jam Pertama Rp. 1.000,- (Satu Ribu Rupiah)
- Tiap | Jam Berikutnva Dikenakan Tarnfl Progresii Rp. 1.000,- (Satu Ribu Rupiah)
- Paling Banvak Rp. 3.000.- (Tiga Ribu Rupiah) Untuk Satu Kali Parkir

Tanggal

Tempal e o

No. Kendaraan
Jam Masuk e e N S R R Jam Keluar: .....
Tarif 2 Jam Pertama : Rp. 1.000,-

Tanfl 1 Jam Berikutnya T T S
Jumilah Retribusi Yang Dipungut

Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Parkir
Kehilangan Barang Diluar Tanggung Jawab Petugas

jdih.kaboki.go.id




2) Untuk Minibus dan Sejenisnya

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Kapten H Sulaiman Raden Anom Kayuagung P rovinsi Sumalera Selatan

Telepon | (071R) 7322602 Kode P os 306 email | dishubkaboki@gmail cam

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor 9 Tahun 2023

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR LUAR BADAN JALAN
(Minibus dan Sejenisnya)
- Tarif 2 Jam Pertama Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)
- Tiap 1 Jam Berikutnya Dikenakan Tarif Progresif Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)
- Paling Banyak Rp. 10.000,- (Se puluh Ribu Rupiah) Untuk Saw Kali Parkir

Tanggal

Tempat R e S R S T A L R

No. Kendaraan e R R R L e S

Jam Masuk S R Fa: Kelsgr vy

Tarif 2 Jam Pertama : Rp. 2.000,-
Tarif 1 Jam Berikutnya e B
Jumlah Retribusi Yang Dipungut 2 OO . - e e o e

Berlaku Untuk | (Satu) Kali Parkir
Kehilangan Barang Diluar Tanggung Jawab Petugas

3) Untuk Bus Besar/ Bus Sedang dan Sejenisnya
: PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Kaplen H, Sulaiman Raden Anom Kayuagung Provinst Sumatera Selatan

Telepon : (0712) 7322602 Kode Pos 30616 email . dishubkaboki@gmail com

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor 9 Tahun 2023

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR LUAR BADAN JALAN
(Bus Besar/Bus Sedang dan Sejenisnya)
- Tanf'2 Jam Pertama Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)
- Tiap | Jam Berikutnya Dikenakan Tarif Progresif Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)
- Paling Banyak Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) Untuk Satu Kali Parkir

Tanggal S A A R R e e
Tempat T L O PR
No. Kendaraan 1 ese e e ranna e snaan
Jam Masuk L e N JERECHEAE S oo

Tarif 2 Jam Pertama : Rp. 2.500,-
Tarif | Jam Berikutnya ;

Jumlah Retribusi Yang Dipungut
Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Parkir
Kehilangan Barang Diluar Tanggung Jawab Pctugas

jdih.kaboki.go.id
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b. Retribusi Penyediaan Tempat Parkir pada Pelabuhan Penyeberangan

1) Kendaraan Roda 2/ Sepeda Motor

T PEMERINTAH KEABUPA TEN OGAN KOMERINGILIR
? ] DINAS PERHUBUNGAN

l l\_) f Nk B apten L Sabavman Baden Naonnkos aaging. Prov s Sunatera Selatuy

Tevegead IDTE2) 21006 Fi . (07 12) 322706 Kow Pos 306 16 anall - d perinbokia s alio com

RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR PADA
PELABUHAN PENYEBERANGAN

Berdasarkan Perda Kab.OKI No. Y Tahun 2023
Untuk Kendaraan Roda 2/ Sepeda Motor
Per Unit Per Sckali Masuk

Rp. 1.000,-
( Seribu Rupiah )

Kavupgung, ..coaosnamsinsnnnsianz Psass

Petugas,

Heanva berlak e warik sat kali pavk iv

2) Mobil Penumpang Umum/ Angkot/ Angdes

e, PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
I @J j DINAS PERITUBUNGAN
1\_ it T Kapden H Soburiian Baden Answn Koy o P ns) Soistera Selabin

Taepoti (07120 321666 Fax : (0712) 322300 Koo Pos 30016 el | d perbabakaid valioo com

RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR PADA
PELABUHAN PENYEBERANGAN

Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023

Untuk Mobil Penumpang Umum/Angkot/Angdes
Per Unit Per Sckali Masuk

Rp. 2.000.-
( Duaribu Rupiah )

Kayungmng, o iaminitmn st 200
Petugas.,

Harva berlaku wnruk satu kali parkir

jdih.kaboki.go.id
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3)

4)

Bus Kecil, Mobil Barang Sedang

GE= PEMERINTA H KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
], DINAS PERHUBUNGAN
g.::)/ Saban Boapten B Sulaion Roden Avom Koy angung Proviea Sueatain Selotan

-

Telepon (07123321666 Fax: (BT12) 322306 Koe Pos 30616 enml - J pechuboki vahoo.com

W0 s e e

RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR PADA
PELABUHAN PENYEBERANGAN

Berdasarkan Perda Kab,OKI No. 9 Tahun 2023
Untuk Bus Keeil, Mobil Barang Sedang
Per Unit Per Sekali Masuk

Rp. 3.000,-
( Tiga Ribu Rupiah )

Kayuagung, .......cooevvvvenrermreeennnveninecs e 20.........

Petugas,

{ o R e A T AN )
Hanva berlak i wintuk satu kali park ir

Bus Sedang, Mobil Barang Berat

S PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERINGILIR
@j DINAS PERHUBUNGAN
‘x.__::_, Infan Kapten H. Salnman Roden Anom Kayusgune Provinsg Saoatera Sl man

Telepon  (DT1253216066 Fax (07123232306 Koe Pos 306 16 emnl - d perhubok) 5 vahoo com

s ———

RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR PADA
PELABUHAN PENYEBERANGAN

Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023
Untuk Bus Sedang, Mobil Barang Berat
Per Unit Per Sekali Masuk

Rp. 5.000,-
( Lima Ribu Rupiah )

BOENRABIIG. i conieimnmisbims sami s .|y
Petugas,

Hanya berlakv wuntuk satn kali park iv




5)

Bus Besar, Tronton, Trailer/Gandeng

DINAS PERHUBUNGAN

Talan Kapten H. Sulmoan Raden Anom Koy daguag Provie Sl eia Selatai

'—f--rrj PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERINGILIR

Telepon (0712 221666 Fax: (07123322306 Koe Pos 20616 emall | d perbubokif yahos com

RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR PADA
PELABUHAN PENYEBERANGAN

Berdusarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023
Untuk Bus Besar, Tronton, Traile /Gandeng
Per Unit Per Sekali Masuk

Rp. 8.000,-
{ Delapan Ribu Rupiah )

ICHAYRAPURG, ooz alisa i

Petugas,

T T )
Heanvea berlak n unink saiu kali parkir

3. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan.

a.

jdih.kaboki.go.id

Jasa Sandar

1)

Dermaga Beton Jembatan Bergerak

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

L@ DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Kapren H. Subumoan Raden Anon Kaynagung Proving i Surmatemn S elitan

Telepon (D7) 321666 Fax (0713) 322306 Koe Pos 3061 emad o pethubio ki walw o com

e
RETRIBUSI JASA SANDAR

Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023
Untuk Dermaga Beton Jembatan Bergerak per GT per call

Rp. 50.-
( Lima Puluh Ribu Rupiah )

Petugas,

{ i

Hanya berlaku untuk | (samm) kali tambat
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2)

3)

Dermaga Beton

I PEMERINTATI KABUPATEN OGAN KOMERING [LIR
DINAS PERHUBUNGAN
-.__y. Jakuy Kapten H Subwnnn Raden Anon Knvuagims Provies: Swinaters Selitan
A

Tekepan | (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Koe Pos 30616 anml : d perhubokiyahoo, com

IO st s S S S
RETRIBUSI JASA SANDAR
Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023
Untuk Dermaga Beton per GT per call

Rp. 40,-
( Empat Puluh Rupiah )

KaPURPANG, <ivvnniminaminaimmiane Sl

Petugas,

Hanya berlaku uniuk 1 (sami ) kali tambat

Jembatan Kayu

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PERHUBUNGAN

Jabm Kapten H Sudwsig Haden Anous Knoseime Provinst Swnatera Selitan

Tekpoi : (07123 321666 Fax - (07120 322306 Koe Pos 30616 enanl il'|\:r]1||]:|er'r_i\':|ju\1,¢m||,

DO e L R
RETRIBUSI JASA SANDAR
Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023
Untuk Jembatan Kayu per GT per call

Rp. 30,-
( Tiga Puluh Rupiah )

Petugas,

Hanva berlaku untuk 1 (sain ) kali tambat
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4)

S)

Pinggiran/Pantai

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PERHUBUNGAN

Takui Bagtens . Subamm Raden Ao Kaviegieg Provinst Sunaters Sebit

Tehepoun : (07123 321666 Fax - (0712) 322306 Koe Pos 30616 amail . d perhinbokiayalwo.com

o R R O . W
RETRIBUSI JASA SANDAR
Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023
Untuk Pinggiran Pantai per GT per call

Rp. 20,-
{ Dua Puluh Rupiah )

Kayuagung, ......c.oocoeisinss || -

Petugas,

Henva berlaku untuk 1 satu ) kali iambai

Kapal Istirahat di Dermaga

Untuk Pemeliharaan

S PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
({@) DINAS PERHUBUNGAN
\.._.T.- Jadws Kapeens H Sudunian Raden Anom Kayvinenng Provms: Summers Selatu

Tekepom  (0712) 321666 Fax - (0712) 322306 Koe Pos 30616 anal - d perlnbodajr valen com

INOL .o sivsenmrinnssssissss s nnnsssssseesarenns

RETRIBUSI JASA SANDAR
KAPAL ISTIRAHAT DI DERMAGA

Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023
Untuk Pemeliharaan per GT per call

Rp. 15.-
( Lima Belas Rupiah )

BANTREIHDD, o vesivommmimsnsasmisses 0

Petugas,

Henva berlaku untik 1 (satu ) kali tambat




b) Untuk Isi Bahan Bakar

e PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
I@ DINAS PERHUBUNGAN
\*_...-I

Jabn Kapten H Subam Raden Anom Kavnguog Provesi Sumatera Sclitu

Felepon - (07123 321666 Fax - (07123 322306 Koe Pos 30616 emal  d perbnbokia vabioo com

NO: cvsmnnmsindirees s s

RETRIBUSI JASA SANDAR
KAPAL ISTIRAHAT DI DERMAGA

Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023
Untuk Isi Bahan Bakar per GT per call

Rp. 10,-
{ Sepuluh Rupiah )

KaVuaang, cusamesmipssmssnss Sl

Petugas,

Heanva berlakv untuk 1 fsatu ) kali tambat

b. Jasa Tanda Masuk Pelabuhan

1) Tanda Masuk Pelabuhan / Terminal Bagi Penumpang, Pengantar
dan Penjemput

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMIERINGILIR
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Kapten M Sulaman Raden Anom K avuaging Provins Sunmtern Selatan

Telepon (BT12)321666 Fax (0712)322306 Koe Pos 30616 cunt]  d perhubakigr yabioo com

L e e e e TR L R PR

RETRIBUSI JASA TANDA MASUK PELABUHAN

Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023
Untuk Tanda Masuk Pelabuhan / Terminal Bagi Penumpang,
Pengantar dan Penjemput per orang per sekali masuk
Rp. 1.000,-

( Seribu Rupiah )

Kayuagung, .............. VAR | ASicecon

Petugas.

Hanya berlaku untuk sat kali parkir

jdih.kaboki.go.id



. 8

2) Tanda Masuk Bagi Karyawan Perusahaan di Pelabuhan

CEES PEMFRINTA H KABUPATEN OGAN KOMERINGILIR
A J DINAS PERHUBUNGAN
'«-;‘_'; Il o B agten HL Sulnimnn Raden AnomEayaagung Provins: Sunntera Selatan

Telepon © (0712) 321666 Fax: (0712) 322306 Koe Pos 30616 el - o perhnbokif valioo cons

R e S B i

RETRIBUSI JASA TANDA MASUK PELABUHAN

Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023
Untuk Tanda Masuk Bagi Karyawan Perusahaan di Pelabuhan
per orang per bulan
Rp. 6.000,-
{ Enam Ribu Rupiah )

Kayuagung, ... s Wi

Pelugas.

Hanya bevlaku untuk satu kali pavkir

3) Pas Bulanan Kendaraan Bermotor yang Beroperasi di Pelabuhan

a) Tanda Masuk Kendaraan Golongan I

o PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
L@j DINAS PERIHUBUNGAN

Tl o B apten HoSalavmnn Raden Anom B vagong Provins: Sanstesa S eloim

Telepon : (07121320666 Fax (07123523306 Koe Pos 306 |16 enl : d perhuboki@ yaheocom

INO. o orreeeerrereresrrmrassaerserarsnresmnnsansesssse

RETRIBUSI JASA TANDA MASUK PELABUHAN
PAS BULANAN KENDARAAN BERMOTOR YANG
BEROPERASI DI PELABUHAN

Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023
Untuk Tanda Masuk Kendaraan Golongan I per unit per bulan

Rp. 1.000,-
(Seribu Rupiah )

Kayuagung, ......ccooovmmenieemmencicniienan 200,
Petugas,

Hanva berlaku intuk satu kali

jdih.kaboki.go.id



jdih.kaboki.go.id

b)

c)

_8-

Tanda Masuk Kendaraan Golongan II

s PEMERINTAH KABUPA TEN OGAN KOMERING ILIR
l@ DINAS PERHUBUNGAN
P Jalan Kapten H. Sulasman Raden Ancn Kayumgung Provins Svoatea Selato

Telepon (07121320666 Fax (T2 322300 Koe Pos 30616 cupal i perhubok i v alios com

Mo vminnmmmsnd TRl S

RETRIBUSI JASA TANDA MASUK PELABUHAN
PAS BULANAN KENDARAAN BERMOTOR YANG
BEROPERASI DI PELABUHAN

Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023
Untuk Tanda Masuk Kendaraan Golongan 11 per unit per bulan

Rp. 2.000,-
{Dua Ribu Rupiah )

Kayungung, ......oocvievnnenimenis s 20.........

Petugas,

Hanya berlaku untuk satu kali

Tanda Masuk Kendaraan Golongan III

DINAS PERHUBUNGAN

lalan Kapten H Sulapmem Raden AnomKavoagune Provins Sauntera Selatan

f‘—*j PEMERINTA H KA BUPA TEN OGAN KOMERING ILIR

Telepon (0712} 320660 Fax (DT12) 322306 Koe Pos 30616 enmail - perhubokidi vahoo com

No. ... e O T (L TOU s e
RETRIBUSI JASA TANDA MASUK PELABUHAN
PAS BULANAN KENDARAAN BERMOTOR YANG

BEROPERASI DI PELABUHAN

Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023
Untuk Tanda Masuk Kendaraan Golongan I per unit per bulan

Rp. 3.000,-
(Tiga Ribu Rupiah )

Kayuagung, ..., SO | AR
Petugas,

Hanva berlaku untuk satu kali




jdih.kaboki.go.id

d)

)

58

Tanda Masuk Kendaraan Golongan IV

S PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING [LIR
1@ DINAS PERITUBUNGAN
\_-‘\_’ ., Il s Kapten H Suluman Raden AnomKayuaguaog Provias Swameera Selntn

Telepon (0712) 321666 Fax: 10712 1322306 Koe Pos 30610 eusail | d pethubokian valieo com

RETRIBUSI JASA TANDA MASUK PELABUHAN
PAS BULANAN KENDARAAN BERMOTOR YANG
BEROPERASI DI PELABUHAN

Berdasarkan Perda Kab.OKI No, 9 Tahun 2023
Untuk Tanda Masuk Kendaraan Golongan I'V per unit per bulan

Rp. 4.000.-
(Empat Ribu Rupiah )

KaYURRHIE: v onimivmmbisas i 20
Petugas,

Hanva berlaku untuk satie kali

Tanda Masuk Kendaraan Golongan V

:Fﬁ"j PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERINGILIR

1@ DINAS PERHUBUNGAN

o Jalan Kapten 1 Suloormn Baden AnomKavusgung Provins) Samaters Selwng
e

Telepon (07123320666 Fax (0712322306 Koe Pos 30616 ensai] - d pedlinboks i vahos com

i |- A R e SO e e
RETRIBUSI JASA TANDA MASUK PELABUHAN

PAS BULANAN KENDARAAN BERMOTOR YANG
BEROPERASI DI PELABUHAN

Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023
Untuk Tanda Masuk Kendaraan Golongan V per unit per bulan

Rp. 6.000,-
(Enam Ribu Rupiah )

Kavuagung, ... 1 1 J—
Petugas,

Hanva berlakw untuk satu kali




jdih.kaboki.go.id

f)

g

-10-

Tanda Masuk Kendaraan Golongan VI

CEEETY PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
@j DINAS PERIIUBUNGAN
N.‘_;___ Jalon Kapten H Sulmman Baden Anom Koyvaagung Frovines Ssaniera Selata

Telepon (OTE2F321666 Fax (07121322306 Koe Pos 20616 enmil . d perhinbokil vaboo com

{11 =T P O Rl it

RETRIBUSI JASA TANDA MASUK PELABUHAN
PAS BULANAN KENDARAAN BERMOTOR YANG
BEROPERASI DI PELABUHAN

Berdasarkan Perda Kab.OKI No. Y Tahun 2023
Untuk Tanda Musuk Kendaraan Golongan VI per unit per bulan

Rp. 8.000,-
(Delapan Ribu Rupiah )

FCRVURABUID, .+ o cvuismmmvimsimis vis e e es s 83 2, R

Petugas,

Hanyea berlaku nmink satn keali

Tanda Masuk Kendaraan Golongan VII

DINAS PERHUBUNGAN

Ralan Kagsren H. Sulaiman Raden Anom Rayuwaguing Provins Siontera Selatan

-157'-""'_-"-‘?'} PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERINGILIR

Telepon - (07120 321666 Fax (07120 322506 Koe Pos 306 16 cma| - d perhobo ki yalioo com

RETRIBUSI JASA TANDA MASUK PELABUHAN
PAS BULANAN KENDARAAN BERMOTOR YANG
BEROPERASI DI PELABUHAN

Berdasarkan Perda Kah.OKI No. 9 Tahun 2023
Untuk Tanda Masuk Kendaraan Golongan VII per unit per bulan

Rp. 10.000,-
(Sepuluh Ribu Rupiah )

Hanye berlaku untuk satu kali




jdih.kaboki.go.id

h)

i)

-11-

Tanda Masuk Kendaraan Golongan VIII
o PEMERINTA H KABUPA TEN OGAN KOMERING ILIR
l@j DINAS PERHUBUNGAN

-Q_-_;:__" Jalan Kapten H . Sulmman Raden Anom Kavuazgung Provis Sunatern Selntan

Telepon : (0TE2) 321666 Fax: (07125 322306 Kov Pos 30616 eom] | d perhubokid valoo com

WL oo s

RETRIBUSI JASA TANDA MASUK PELABUHAN
PAS BULANAN KENDARAAN BERMOTOR YANG
BEROPERASI DI PELABUHAN

Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023
Untuk Tanda Masuk Kendaraan Golongan VIII per unit per bulan

Rp. 12.000.-
(Dua Belas Ribu Rupiah )

Kayuapung, .........oocovvnniennnn, S 20

Pelugas,

Hanyva berlaku untuk sand kali

)

Tanda Masuk Kendaraan Golongan IX

PEMERINTA H KABUPATEN OGA N KOMERING ILIR
DINAS PERHUBUNGAN

Jaban Kapten H Sulacsmi Baden Anoimn Kayaagung Provins Sunsiera Selain

e

Telepon  (MTE2)321066 Fax 007123322306 Kee Pos 30616 auul - dpedhiubaki i yalos com

RETRIBUSI JASA TANDA MASUK PELABUHAN
PAS BULANAN KENDARAAN BERMOTOR YANG
BEROPERASI DI PELABUHAN

Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023
Untuk Tanda Masuk Kendaraan Golongan IX per unit per bulan

Rp. 14.000,-
(Empat Belas Ribu Rupiah )

Kavuagung, ........... AR R F.L{ S
Petugas,

Hanya berfakn unink sain kali




jdih.kaboki.go.id

4)

5)

=12

Tanda Masuk Kendaraan Golongan |

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING [LIR
DINAS PERHUBUNGAN

Falan Kapten H. Sulmman Raden Anom Kovunsung Provins Sumaten: Selman

Telepon - (07121 321666 Fax: (07123 322306 Koe Pos 30616 emal | d perhubokiiy ahoo com

RO i e s A A

RETRIBUSI JASA TANDA MASUK PELABUHAN
TANDA MASUK KENDARAAN GOLONGAN |

Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023
Untuk per unit per sekali masuk

Rp. 500,-
(Lima Ratus Rupiah )

KayRagung; s inmmis o dnnai i 200
Petugas.

veses)

Hanva berlaku untuk satu kali

Tanda Masuk Kendaraan Golongan II

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PERHUBUNGAN

Jalin Kapten H- Sulamon Raden Anom Kavusgung Provinsa Sumitern Selatan

Telepon | (D712} 321666 Fax (07 12) 322306 Koe Pos 30616 emad ¢ d perhubokiiiy ahoo com

RETRIBUSI JASA TANDA MASUK PELABUHAN
TANDA MASUK KENDARAAN GOLONGAN II

Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023
Untuk per unit per sekali masuk

Rp. 1.000.-
(Seribu Rupiah )

Kayuagung, .....cccceeeneenee ST | S—

Petugas,

Hanva berlaku untuk satu kali




jdih.kaboki.go.id

6)

7)

[

Tanda Masuk Kendaraan Golongan III

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PERHUBUNGAN
Julany Kapren H. Sulabinan Reden Anom Koy wigune Provensi Sumatera Sclotan

Tedepron : (07 12) 321666 Fac: (07 12) 322306 Koe Pos 30616 enml @ d perhuboki@y ahoo.com

O i

RETRIBUSI JASA TANDA MASUK PELABUHAN
TANDA MASUK KENDARAAN GOLONGAN IIT

Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023
Untuk per unit per sekali masuk

Rp. 1.500,-
(Seribu Lima Ratus Rupiah )

Kayuammng: o conimiinnadaagi 2.
Petugas,

( )

Hanva berlaku untuk sar kali

Tanda Masuk Kendaraan Golongan IV

I PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
@ DINAS PERHUBUNGAN
Sagy o,

Jalen Kapten H Sulaman Raden Anom Koy uagung Provins: Sumaters Selan

Telepon - (0712) 320666 Fie: (0712) 322306 Koe Pos 30616 emadl © d perhubokifl v ahoo com

O s

RETRIBUSI JASA TANDA MASUK PELABUHAN
TANDA MASUK KENDARAAN GOLONGAN 1V

Berdasarkan Perda Kab.OKI1 No. 9 Tahun 2023
Untuk per unit per sckali masuk

Rp. 2.000,-
{Dua Ribu Ratus Rupiah )

Kayuagung, ..o, 200
Petugas,

( o

Hanva berlaku wink satu kali




jdih.kaboki.go.id

8)

9)

-14-

Tanda Masuk Kendaraan Golongan V

Ty PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
I%! DINAS PERHUBUNGAN
brart Julon Kapten H Sulwman Roden Anom Koy usgung Prod s Sumatera Selalan

I'ddepon  (0712) 321666 Fax 107121322306 Koe Pos 30616 el - d perhubekiioy ahoo.com

BHL o oo smammensrnmsesans srenessom srssassssasntntsmges |

RETRIBUSI JASA TANDA MASUK PELABUHAN
TANDA MASUK KENDARAAN GOLONGAN Y

Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023
Untuk per unit per sekali masuk

Rp. 3.000,-
(Tiga Ribu Rupiah )

Kayuagung, ...oovevenieenenncnnesienienees 200
Petugas,

( in)

Hanva berlaku wintnk satu kali

Tanda Masuk Kendaraan Golongan VI

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PERHUBUNGAN
Todony Kapten H. Sulaman Raden Anom Ky ungung Provins: Sumatern Selatan

Telepon | (0712) 321666 Fuy: (0712) 322306 Koe Pos 30616 emul - & perhubokifr y ahoo.com

L PR TT

RETRIBUSI JASA TANDA MASUK PELABUHAN E
TANDA MASUK KENDARAAN GOLONGAN VI

Berdasarkan Perda Kab,OKI No. 9 Tahun 2023
Untuk per unit per sekali masuk

Rp. 4.000,-
(Empat Ribu Rupiah )

BRVIBIRIRN. . ooy 20

Petugas,

(o i}

Hanva berlaku wntuk satu kali




jdih.kaboki.go.id

10)

11)

-15-

Tanda Masuk Kendaraan Golongan VII

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PERHUBUNGAN
Jalim Knpten H Suluman Raden Anom Ky ungung Provos Sumatera Selidon

Tekpon : (0712) 321666 Fax - (U712) 322300 Koe Pos 30616 emal © d perbubsokii v aboo.com

i s RO

RETRIBUSI JASA TANDA MASUK PELABUHAN
TANDA MASUK KENDARAAN GOLONGAN VII

Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023
Untuk per unit per sekali masuk

Rp. 5.000,-
{Lima Ribu Rupiah )

Kayuagung, ..o WSS . | -

Petugas,

(

Hanva berlaku wntnk satu kali

Tanda Masuk Kendaraan Golongan VIII

= PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
@ DINAS PERHUBUNGAN

o Judmn Kapten 1 Sulmman Raden Anom Koy uagung Provims: Sumatera Seloan

Telepon . (0712) 321666 Fas . (0712} 322306 Koe Pos 30616 ansl - . perbubokiay shoo.com

o T T TR

RETRIBUSI JASA TANDA MASUK PELABUHAN
TANDA MASUK KENDARAAN GOLONGAN VIII

Berdasarkan Perda Kab,OKI No. 9 Tahun 2023
Untuk per unit per sekali masuk

Rp. 6.000,-
(Enam Ribu Rupiah )

Kayuagung, .............. s A

Petugas,

Hanva berlaku wniuk satu kali




12)

-16-

Tanda Masuk Kendaraan Golongan IX

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PERHUBUNGAN

alan Kapien H. Subumon Raden Anom Ky umgung Provinss Sunutera Schigan

Pelepon : (UT12) 321666 Fax : (07 12) 322306 Koe Pos 30616 emmul - d perhubobiiary ahoo com

NO: oo

RETRIBUSI JASA TANDA MASUK PELABUHAN
TANDA MASUK KENDARAAN GOLONGAN IX

Berdasarkan Perda Kah.OKI No. 9 Tahun 2023
Untuk per unit per sekali masuk

Rp. 7.000.-
(Tujuh Ribu Rupiah )

Kayuagung, .............. PR AT ICERUI. R DOrR

Pelugas,

Hanva berlaku wntiek satu kali

c. Jasa Pemeliharaan Dermaga

1)

jdih.kaboki.go.id

Kendaraan Golongan II

——

= PEMERINTA H KA BUPA TEN OGAN KOMERINGILIR
J' DINAS PERHUBUNGAN

HBalan Kopten H Sulanmi Raden Anomkavoapwng Proviss Sumnlera Selotan

oy

ey

Telepon (07123320666 Fax (07123322306 Koe Pos 30616 enmul - d perhubokidr valioo ot

MNO. e s s ae e s e e as

RETRIBUSI JASA PEMELIHARAAN DERMAGA
KENDARAAN GOLONGAN 11

Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023
Untuk per unit

Rp. 500,-
(Lima Ratus Rupiah )

KAVHIPHIE, o oo srmrms i i e s I
Petugas,

Hanva berlaku wintuk satu kali




jdih.kaboki.go.id

2)

3)

= B

Kendaraan Golongan III

A PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
T@) DINAS PERHUBUNGAN
==

Jalan Eapten 1. Sulamn Raden AnomEavuagung Mrovins: Sunmtem Selatan

Telepon - (0T12 321666 Fax (0712) 322306 Koe Pos 50616 etnml | d pershubok @ vahioo com

NO. s st i s s

RETRIBUSI JASA PEMELIHARAAN DERMAGA
KENDARAAN GOLONGAN 111

Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023
Untuk per unit

Rp. 750,-
(Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah )

KAYUaBUNE, .. ..overeiriineenemmeirmossassasnnsrsesss 2liesssrens
Petugas,

Hanva berlaku unink sat kali

)

Kendaraan Golongan IV

ZEEE PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
T@j DINAS PERHUBUNGAN
\‘;-__;__- Jaban Kapten H Sulatnm Raden AnomKBavuagung Provins Stantera Selatan

Telepon | (07123331666 Fax: (07 [2) 322306 Koe Pos 30616 eami © d perthubokvif vahoa com

DL i e s e ks sans

RETRIBUSI JASA PEMELIHARAAN DERMAGA
KENDARAAN GOLONGAN IV

Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023
Untuk per unit

Rp. 1.000,-
( Seribu Rupiah )

KAVUABINE, .. crneromsresnnsssnmnpmasssmnses Bdnsmssens

Petugas.

Hanva berlaki untuk satu kali




jdih.kaboki.go.id

4)

S)

-18-

Kendaraan Golongan V

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PERHUBUNGAN

Jalaw Kapten H Suladnnn Raden AnoinRavoagung Provins Sunntera Selman

Telepon (0712} 321666 Fax  (0712) 322306 Koe Pos 30616 eaml - d palibokays yahoo com

IO i s e S R

RETRIBUSI JASA PEMELIHARAAN DERMAGA
KENDARAAN GOLONGAN V

Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023
Untuk per unit

Rp. 1.500,-
( Seribu Lima Ratus Rupiah )

Kaymasump; .o ainiiiaetaansiram, Mz
Petugas,

Hanva berlaku unink sat kali

)

Kendaraan Golongan VI

,»—;:5-_':_‘5-“_"‘.- PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERINGILIR
l‘?)J DINAS PERHUBUNGAN
A Jalan Kapten H. Sulmimn Raden AnomRavuaging Provies: Sunnters Selatan

Telepon (G712 331666 Fax: (0% 12) 322306 Koe Pos 30616 ennil © d perhubokidi valwo com

RETRIBUSI JASA PEMELIHARAAN DERMAGA
KENDARAAN GOLONGAN VI

Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023
Untuk per unit

Rp. 2.000,-
( Dua Ribu Rupiah )

Kayuagung, .....oocovecriineccnncnneninnninnns 20,
Petugas,

Hanva berfaku untwk satn kali




jdih.kaboki.go.id

6)

7)

-19-

Kendaraan Golongan VII

Tk Bagten FL Subimon Baden Asiovn Koyvieung Provesi Swaata o Selitan

I PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
1@ DINAS PERHUBUNGAN

lelepon (07123 321666 Fud (07120 322306 Koe Pos 30616 anml | d pecdubok o vahoo. com

NO: sras s SR

RETRIBUSI JASA PEMELIHARAAN DERMAGA
KENDARAAN GOLONGAN VII

Berdasarkan Perda Kab.OKI No, 9 Tahun 2023
Untuk per unit

Rp. 25.000,-
( Dua Puluh Lima Ribu Rupiah )

Kayuaging, .........coveieimmmrsmrenessessesssssesssies 20herseirer
Petugas,

( 1

Hanva beriaku wtuk satu kali

Kendaraan Golongan VIII

Tty PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
@ DINAS PERHUBUNGAN
Codapaint

Tahi Fagten 11 Subanan Baden Ancm Kavieging Privvas s Sumaters Selan

Telepon  (0712) 320666 Fax  (0712) 322306 Koe Pos 30616 aml - d perlubolaiyalioo.com

W v o et

RETRIBUSI JASA PEMELIHARAAN DERMAGA
KENDARAAN GOLONGAN VIHI

Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023
Untuk per unit

Rp. 35.000,-
(Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah )

KAYUBBING, ..oioonerseisbsmsminensiniiassosssrssnsiasse SUssansens
Petugas,

( )

Hanva berlaku untuk sati kali




d.

jdih.kaboki.go.id
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8) Kendaraan Golongan IX

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PERHUBUNGAN

Jakm Kaptens H Sulnsing Raden Anewn Kenviogan Proy st Suias Selatin

Tekpon : (UT125 321666 Fax - (O0TE2) 322306 Koo Pos 30616 crinil i [\.‘Iluﬂi\kl'}!:\ oo com

s o T e S

RETRIBUSI JASA PEMELITHARAAN DERMAGA
KENDARAAN GOLONGAN IX

Berdasarkan Perda Kabh.OKI No. 9 Tahun 2023
Untuk per unit

Rp. 50.000.-
( Lima Puluh Ribu Rupiah )

Kayuagung, ....oooeeevevereeen e A——— 200........

Harva berlaku winnk saru kali

Jasa Timbang Kendaraan

1. Kendaraan Golongan IV

Loty PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING 1LIR
2 J DINAS PERHUBUNGAN
S Takw Kagten 1 Subsman Raden Anom Kaveone Provass Sumatesn Selvian

Tekepon  (0712) 321666 Fax . (0712) 322306 Koe Pos 30616 ensl © dperlmbokyiiyvalos com

O R

RETRIBUSI JASA TIMBANG KENDARAAN
KENDARAAN GOLONGAN IV

Berdasarkan Perda Kab,OKI No. 9 Tahun 2023
Untuk per ton

Rp. 1.000,-
( Seribu Rupiah )

Kayuagung, ......c.ccoeeeeen. PN RS ) | RV

Petugas,

( )

Hanva berlaku unink sarm kali
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Kendaraan Golongan V

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PERHUBUNGAN

Jaken Bapaen 1L Svbuman Raden Ao Kavioging Prosanss Sumsters Sebon

Tekepon - (0712) 121666 Fax - (0712) 322306 Koe Pos 20616 emml - o perlnibobait valios com

L+ T

RETRIBUSI JASA TIMBANG KENDARAAN
KENDARAAN GOLONGAN V

Berdasarkan Perda Kab,OKI No. 9 Tahun 2023
Untuk per ton

Rp. 1.500.-
{ Seribu Lima Ratus Rupiah )

Rayuagung, ..oeeeveecvereerceevevcsnseevesesrenees 20000,
Petugas,

Hanya berlaku vtk sain kali

Kendaraan Golongan VI

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PERHUBUNGAN

Jaboy Kapten H Subumon Raden Avown Kyimgiaag Proviss Sunmern Sebig

Telrpon - (0712) 321666 Fux - (0712} 322306 Koe Pos 30616 annl : d petnbokiiyvalioo, com

IO oo s S T e

RETRIBUSI JASA TIMBANG KENDARAAN
KENDARAAN GOLONGAN V1

Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023
Untuk per ton

Rl‘- 210['01-
( Dua Ribu Rupiah )

KayURRIng, .. ussicizaminsaniamimg 20wt
Petugas,

( )

Hanya berlakiu ik sanw kali




jdih.kaboki.go.id
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Kendaraan Golongan VII

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PERHUBUNGAN

Tabm Bapten H Subanan Raden Anom Kansaing Proves: Sumatera Sebian

Telepron | (07120 320666 Fax - (0712) 3223046 Koe Pos 30616 ernad - perhubeolafryahoo com

T S O

RETRIBUSI JASA TIMBANG KENDARAAN
KENDARAAN GOLONGAN VII

Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023
Untuk per ton

Rp-l 2-5“0.'
( Dua Ribu Lima Ratus Rupiah )

Kayuagung, ......cccccoeerene —————_ | N

Petugas,

Hanya berlaku uniuk | (satu) kali

Kendaraan Golongan VIII

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PERHUBUNGAN

Jakuy Kagten H Subman Racden Ao Kavvsinmg: Prov s Sumistern Selvims

Febepon - (0712) 320666 Fax ; (0712) 322306 Ko Pos 30616 auml . d palubolaivaboo.com

WD oo s e

RETRIBUSI JASA TIMBANG KENDARAAN
KENDARAAN GOLONGAN VIII

Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023
Untuk per ton

Rp. 3.000.-
(Tiga Ribu Rupiah )

Kayuagung, ...........oc...... sl 2

Petugas,

Hanya berlaku wtuk | (setn) kali
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6. Kendaraan Golongan IX

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PERHUBUNGAN

Jabw Bapten H Subunian Raden Anom Baviasgung Provoss Sumatern Seln

Tekepen - (07120 321666 Fax - (0712) 322306 Koe Pos. 30616 emnl - d pertinbobiir vaboo com

N it e e S s i

RETRIBUSI JASA TIMBANG KENDARAAN
KENDARAAN GOLONGAN IX

Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023
Untuk per ton

Rp. 4.500,-
( Empat Ribu Lima Ratus Rupiah )

KEOVERRING, o cov i s sisanis Pl

Petugas,

Hanya berlaku ok | (satn) kali

e. Jasa Tambat/Labuh

jdih.kaboki.go.id

1) Untuk Jenis Speed Boat <85 PK

vt Ty PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING 1LIR
@j DINAS PERHUBUNGAN

Tabwn Kapten H Submnan Raden Ao Keyrogunye Proviosd Sumaters Selin

Tekgpon | (0712) 321666 Fax - (0712) 322306 Koo Pos 30616 anad : d pabbsshifvaloo com

|
[
' WO s
RETRIBUSI TAMBAT / LABUH KAPAL DI DERMAGA
Berdasarkan Perda Kab,OKI No. 9 Tahun 2023
Untuk Jenis Speed Boat < 85 PK

Rp. 5.000,-
( Lima Ribu Rupiah )

EAy AR, oo mmmnnvranimassniniing S0bnas

Petugas,

Hanya berlaku wniik | (satu ) kali
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2)

3)

-24-

Untuk Jenis Jukung Speed Boat 85 2 < 200 PK

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PERHUBUNGAN

Jikus Kapeens H Subiitnan Raden Assomn Kinvimgimg Provies: Sunaten Sela

Telepon - (0712} 321666 Fax < (0712) 322306 Koe Pos 30616 annl © o perhubokaiy oo ¢ oo

M0 o s
RETRIBUSI TAMBAT / LABUH KAPAL DI DERMAGA
Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023
Untuk Jenis Jukung Speed Boat 85 2 < 200 PK

Rp. 10.000,-
( Sepuluh Ribu Rupiah )

KaVHaREN « onnraenmmersmmmsr o o i

Petugas,

Haiva berfaku untuk | (sati ) kali

Untuk Jenis Jukung, Gandeng, Tongkang Kayu

A LS PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERINGILIR
L@J DINAS PERHUBUNGAN
'\:_;:_; Jalan Kapten H. Sulagnan Raden Anom Kasuapung P rovissi Sumatera Sclitan

Telepon (07T2) 321666 Fax (0TI 322306 Koe Pas 306 K6 email - d.perimbo ki yabo o com

MO s s R E
RETRIBUSI TAMBAT / LABUH KAPAL DI DERMAGA
Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023
Untuk Jenis Jukung, Tongkang Kayu

Rp. 10.000,-
( Sepuluh Ribu Rupiah )

Kayuagung, ..............

Petugas,

Hanva berlaku untuk 1 (satu ) kali
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4) Untuk Jenis Tongkang Besi/ Gandeng

P PEMIRINTAH KABUPATIN OGAN KOMLERING ILIR
6} DINAS PERHUBUNGAN
‘u:...-_; Jalan Kapien H Sulniman Raden Anom Enwagang Piovms: Sunatem Scelatan

Telepon (072321606 Fax (0712) 322306 Koe Pos 3060 emal o pertmbo ki valioo com

NG v R s

RETRIBUSI TAMBAT / LABUH KAPAL DI DERMAGA

Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023
Untuk Jenis Tongkang Besi, Gandeng

Rp. 15.000,-

( Lima Belas Ribu Rupiah )
Kayuagung, . ....cocovvmremmimsisenie oo o LI
Pectugas,

Hanyva beviaku untuk 1 (sam ) kali

f.  Jasa Kegiatan Jasa Bongkar Muat Barang dan Hewan

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PERHUBUNGAN

Tubom Kapten H Suluman Raden Anom Koy uagang Provinss Sumatera Selnan

Tefepon < (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Koe Pos 30616 emal © d perbubokii@y shoo.com

NO. e ee e ere e ean

RETRIBUSI JASA BONGKAR MUAT
BARANG DAN HEWAN

Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023
Untuk per ton per hari

Rp. 1.000,-
(Seribu Rupiah )

Kayuagung, .. ....ocooveeioreecnieiniinennseies 2000,
Petugas,

( iy

Hanva berlaku untud sain kali

jdih.kaboki.go.id
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g. Pengawasan dan Pengendalian Bongkar Muat Kayu

jdih.kaboki.go.id

1)

2)

Untuk Kayu Gelondongan

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PERHUBUNGAN

Jakm Kagten H Subanan Raden Anam Kaviegine Proves Sunatesa Sebia

Teleposy  (0712) 320666 Faod | (0712) 322306 Koe Pos 30616 emul - d perlubolan vahwo com

IR S R T e

RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BONGKAR MUAT KAYU GELONDONGAN

Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023
Untuk per kubik

Rp. 1.500.-
( Seribu Lima Ratus Rupiah )

Ko apang. .o vsmiimmiminiiis it S
Petugas.

( J

Heanva berlaku wntuk satu kali

Untuk Kayu Olahan

S PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
j DINAS PERHUBUNGAN
e Jakn Bapten H Subaminn Roden Anom Kinowgung Provings Sumaters Sebatay

Teehepeon (A0712Y 321666 Fax | (07121 322306 Koe Pos 30616 conl - perimbeba @ valwo com

O s e s B s

RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BONGKAR MUAT KAYU OLAHAN

Berdasarkan Perda Kab,OKI No. 9 Tahun 2023
Untuk per kubik

Rp. 2.000,-
{ Dua Ribu Rupiah )

Ky Mepme, oo smismmnin s
Petugas,

( )

Hanya beriakn unnik sam kali
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h. Pengawasan dan Pengendalian Bahan Bangunan

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PERHUBUNGAN

Takn Kapten 1L Subznan Raden Ao Rayunguue Provost Suissera Selitn

Telepon < (0712) 321666 Fax - (0712) 322506 Koe Pos 30616 anal © d periniboki@ yahoo com

IN D o o T i 236

RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BAHAN BANGUNAN

Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023
Untuk per ton

Rp. 500,-
( Lima Ratus Rupiah )

T TET 111 R RO ATIONOTON: . |
Petugas,

|- : i)

Hanva berlaku wntnk satu kali

i.  Untuk Pengawasan dan Pengendalian Hasil Pertanian, Perkebunan,
dan Makanan Jadi

e PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
@j DINAS PERHUBUNGAN

Jakm Kapten H Subwnnn Reden Ancoy Kinooguse Provins Swoatein Selatan

Telepon - (OT12) 321666 Fax | (07123 322306 Koe P'os 30616 auml | d perbuboby@yaboo. com

WO i TS

RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN HASIL
PERTANIAN PERKEBUNAN DAN MAKANAN JADI

Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023
Untuk per ton

Rp. 2.000,-
( Dua Ribu Rupiah )

LV TET 15
Petugas.,

( )

Hanva berlaku unink satu kali

jdih.kaboki.go.id
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j.  Untuk Pengawasan dan Pengendalian Minyak /CPO, Bahan Berbahaya
dan Limbah

S=i- PEMERINTAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DINAS PERHUBUNGAN
&)

Tabws Kot F Seilimsin Kides Aom Raywagung Proveid danata s Selem

Peflepnan gOeTE2) B206AA Faa (WTTIE B22NM Ko Do 30616 anad o pethindwiba it sabant cim

New | s

RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINYAR/
CPO, BAHAN BERBATIAYA DAN LIMBAHN

l Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023
| L ntuk per ton

Rp. 4.000.-
{ Empat Ribu Rupiah )

Kavesgume ..o L G

Petugas.

I . )

Heamva berfaki itk satn keli

4. Pelayanan Tempat Rekreasi dan Pariwisata

< ———> PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
' DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Letnan Marzukl Jahn Kota Kayuagung Teip / Fax (0712 ) 321450 Pos-2l 30614
Email * okidisbudpor@gmail com

Momaor - XXXX
KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DANAU TELUK GELAM
Berdasarkan Perda Kab OKI No. 09 Tahun 2023

JEMIS TARIF GOLONGAN KET
Anak - anak Rp. 3.000,- Per Orang
Orang Dewasa Rp. 5.000.- Per Orang
Kendaraan Roda Dua Rfp. 5.000.- Per Kendaraan
Kendaraan Roda Empat Rp. 10.000 Per Kendaraan
Mobil Wisata Rp. 5.000.- Per Orang
Kayuagung, = 4
Petugas,
Kel : Berlaku satu han pada tanggal diberikan Gl g |

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

h"“-:‘—‘-.- —_—
ASMAR WIJAYA

jdih.kaboki.go.id



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA

USAHA

BENTUK DAN ISI KWITANSI TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI (KTPR)
1. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha pada Pelabuhan dan
Retribusi Pemanfaatan Aset Sewa Bangunan Gedung Pelabuhan.
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PERHUBUNGAN

3 Jalan Kapten H. Sulaiman Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Koe Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com

KWITANSI

Nama
NIK
Alamat

Uang Sejumlah : / / |

Untuk Pembayaran :

Kayuagung, 20...
Petugas

Jumlah Rp. / /

2. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan
Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan -
SKAI dan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Benih dan Induk Ikan

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PERIKANAN

Jalan Kayuagung - Sp.Padang Kel. Sukadana Prov. Sumatera Selatan, 30611
Telp. (0712) 323632 Fax (0712) 323632 Email: diskan.oki@gmail.com

KWITANSI

Nama
NIK
Alamat

{Uang Sejumlah : / /

Untuk Pembayaran :

Kayuagung, 2024
Petugas

Jumiah Rp. L /

I A T s )

jdih.kaboki.go.id



3.

Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

tH A Yewd Simsadekane el Jua Jua Eavvuapuns OXl v Susmel 30616

KWITANSI RETRIBUSI

o Kwitans:

Telah tenima darn

Lang Sejumlah

Untuk Pembayaran Retnbus

Terbilang / /

Kayuagung 2024
Penenma Retnbusi

Retribusi Pemanfaatan Aset Gedung Kesenian Kayuagung

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
SEKRETARIAT DAERAH

Fankeamn Pastjasii Wansind Siviganabobeiins Mo, 00 Koy 300610

Telp. (0F12] 321022 Fake, (0712) 322451 Email @ seldactkabokigood Website s waww kabokigo.ad

KWITANSI

Berdasarkan Perda Kab. OKI No. 09 Tahun 20023
Nomor @ ......

Penyewa § Mulai Sewa
Alamat

Kontak Person : Selesai Sewa
Kegiatan :

Rincian Tagihan Retribusi

No Jenis Tagihan Vol Harga Satuan Jumlah
{Hari) (Rp) (Rp)

Terbilang

Petugas,

jdih.kaboki.go.id
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5. Retribusi Pemanfaatan Aset Tempat Rekreasi dan Wisata.

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
=Y DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jatan Letnan Marzuki Jahr Kota Kayuagung Telp / Fax (0712 ) 321450 Pos-el 30614
Email : okidisbudpar@gman com

KWITANSI RETRIBUSI

Mo Kwitansi

Telah Diterima Dari

Uang Sejumlah

Untuk Pembayaran Retribusi

Terbilang

Kayuagung, 2024

Penerima Retribusi,

6. Retribusi Pemanfaatan Aset Sewa Alat Berat

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PEKERJAAN UTMUM DAN PENATAAN RUANG

KAYUAGUNG
Jalan Letkol Pol. H. Nawawi No. 9 ung Telp (0712] 321051 Fa:._lp:l'u]géldsi

-97 Kayua,

Kwitansi Bukti Setor

Sudah Diterima Dari : Bukti Setoran Bank Sumsel Babel dari CV. ..........

Untuk Pembayaran

Mo Nama Pekerjaan / Alat Jumiah Harga
B Y i S B B R R A o S S I s L R s
Pembayaran via transfer ke rekening :
Bank Sumsel Babel Cabang Kayuagung
No Rekening : 148300001

catatan : bukti pembayaran terlampir

Kayuagung,
Hormat Kami,

jdih.kaboki.go.id




7. Retribusi Pemanfaatan Aset Sewa Billboard Milik Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

IL Letjend Yosul Singadekane Nod45 kel Jua-Jua hee hota Kavoagung hal, (VK1 Prov. Sumosel

>~ Itlegnn.!ﬂ?lll!ﬁ“i EmMI:I_i-ekn.nilgmul.tum
KWITANSI LUNAS PEMBAYARAN

Berdasarkan Perda Kab OKI No.09 Tahun 2023

MNomor :
Mulai Sewa
Selesai Sewa
Sudah Diterima Dari : Bukti Setoran Bank Sumsel Babel dari ... .coooove..e.
Untuk Pembayaran
No Jenis yang di Sewa Jumlah Harga
Terbilang : Rp.
Pembayaran via transfer ke rekening :
Bank Sumsel| Babel Cabang Kayuagung
No Rekening : 148300001
Kayuagung,
Hormat Kami,
Nip,

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

h’-:u-.‘: =y
ASMAR WIJAYA

jdih.kaboki.go.id




